MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA KOORDINASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Koordinasi

Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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Menetapkan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6382);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA CARA
KOORDINASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.
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2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, mnegara, pemerintah, dan
pemerintah daerah.

4. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi
hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif,
administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya
guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan
kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan,
dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.

5. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk
perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi
dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan
rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan
diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok,
dan organisasi sosial dan/atau organisasi
kemasyarakatan.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam melaksanakan koordinasi pemantauan
penyelenggaraan Perlindungan Anak bagi
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota.
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Pasal 3
Tata cara koordinasi pemantauan penyelenggaraan
Perlindungan Anak bertuyjuan untuk meningkatkan
hubungan yang sinergi dan harmonis dalam upaya
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB II
PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak
dilakukan terhadap pelaksanaan:
a. Pemenuhan Hak Anak; dan

b. Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Kedua
Materi Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak

Anak

Pasal 5
Pemantauan  pelaksanaan Pemenuhan Hak  Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan
terhadap:
a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
dan
d. pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya,

dan rekreasi.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6

Pemantauan terhadap pemenuhan hak sipil dan

kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a meliputi:

a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;

b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan

c. pelembagaan partisipasi Anak.

Pemantauan terhadap lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b meliputi:

a. pencegahan perkawinan Anak;

b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi bagi
orang tua/keluarga;

c. penyediaan layanan pengasuhan Anak bagi orang
tua/keluarga;

d. pengembangan anak usia dini holistik-integratif;

e. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan

f.  ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang
publik.

Pemantauan terhadap pemenuhan hak kesehatan

dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf ¢ meliputi:

a. persalinan di fasilitas kesehatan;

b. status gizi balita;

c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di
bawah 2 (dua) tahun;

d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah
Anak;

e. lingkungan sehat; dan

f.  ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan
iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pemantauan terhadap pemenuhan hak pendidikan,

waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

b. satuan pendidikan ramah Anak; dan
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c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya,
pemanfaatan waktu luang dan kreativitas, dan

kegiatan rekreatif yang ramah Anak.

Bagian Ketiga

Materi Pemantauan terhadap Pelaksanaan Perlindungan

Khusus Anak

Pasal 7

Pemantauan terhadap pelaksanaan Perlindungan Khusus

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

dilakukan terhadap:

a.
b.

C.

o

—_

5 B

°©

Anak dalam situasi darurat;

Anak yang berhadapan dengan hukum,;

Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual,

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

Anak yang menjadi korban pornografi;

Anak dengan HIV/AIDS;

Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau
perdagangan;

Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Anak korban kejahatan seksual;

Anak korban jaringan terorisme;

Anak penyandang disabilitas;

Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan

terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 8

Pemantauan terhadap Anak dalam situasi darurat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.

pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam

situasi darurat;
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pendataan jumlah Anak dalam situasi darurat;
pemetaan kebutuhan dasar dan spesifik Anak dalam
situasi darurat;

jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam
situasi darurat;

pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran
dan reunifikasi keluarga;

prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi,
dan pengamanan;

pemulihan kesehatan fisik dan psikis;

pemberian bantuan hukum, pendampingan,
rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam situasi
darurat;

pengasuhan;

perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam
situasi darurat;

pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang
terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,
pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi,
jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak penyandang
disabilitas dan Anak yang mengalami masalah
psikososial;

pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di
lembaga pendidikan formal maupun nonformal selama
masa darurat;

pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak
dan dokumen penting yang hilang karena situasi
darurat; dan/atau

pemberian layanan reintegrasi sosial.

Pasal 9

Pemantauan terhadap Anak yang berhadapan dengan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

meliputi:

a.

perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan

kebutuhan sesuai dengan umurnya;
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(1)

(2)

pemisahan dari orang dewasa;

pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara
efektif;

pemberlakuan kegiatan rekreasional;

pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau
perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
merendahkan martabat dan derajat;

penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau
pidana seumur hidup;

penghindaran dari penangkapan, penahanan atau
penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam
waktu yang paling singkat;

pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
tertutup untuk umum;

penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang
yang dipercaya oleh Anak;

pemberian advokasi sosial;

pemberian kehidupan pribadi;

pemberian  aksesibilitas, terutama bagi Anak
penyandang disabilitas;

pemberian pendidikan;

pemberian pelayanan kesehatan; dan

pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Pemantauan terhadap Anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ meliputi:
a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
b. upaya pencegahan.
Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. penyediaan ruang publik berbasis budaya,
sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan
dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;

b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam
memberikan pelayanan bagi Anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi; dan

c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak
dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk
memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dalam bentuk:

a. pemberian edukasi kepada Masyarakat; dan

b. koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 11

Pemantauan terhadap Anak yang dieksploitasi secara

ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

a. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;

b. Anak yang dieksploitasi secara seksual; dan

c. proses pemulihan kondisi.

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada

tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.

Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

pengawasan terhadap:

a. praktik prostitusi dan pelacuran di
lingkungannya;

b. lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi
seksual terhadap Anak;

c. pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual
Anak; dan

d. tindakan razia untuk membebaskan Anak dari
eksploitasi seksual.

Proses pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ meliputi layanan:
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(1)

(2)

(3)

oo T P
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rehabilitasi medis;
rehabilitasi sosial,
bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau

pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 12

Pemantauan terhadap Anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan

zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf e meliputi:

a.
b.
C.
d.

pengawasan;
pencegahan;
perawatan; dan

rehabilitasi

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan terhadap:

a.

penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat
agar Anak  tidak lagi terlibat dalam
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya;

pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak
terjadi peredaran atau penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan

pelaporan kepada pejabat/instansi yang
berwenang  jika terjadi peredaran dan
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,

dan zat adiktif lainnya.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap:

a.

komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi
dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

peningkatan peran orang tua, keluarga,
Masyarakat, tenaga kependidikan, pendidik,
tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat
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(4)

(5)

(1)

-11 -

dalam mendukung proses reintegrasi sosial Anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap
Anak mengenai bahaya merokok;

pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap
Anak tentang bahaya Anak yang terlibat dalam
produksi dan distribusi serta bahaya narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam
rangka memberikan pemahaman dan perubahan
pola pikir tentang bahaya Anak yang terlibat
dalam produksi dan distribusi serta bahaya
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan

pemuatan bahan ajar anti narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan

pendidikan.

Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dilakukan melalui:

a.
b.
c.

d.

rawat jalan;
rawat inap awal;
rawat lanjutan; dan

pasca rawat.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial,

dan pasca rehabilitasi.

Pasal 13

Pemantauan terhadap Anak yang menjadi korban

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf f meliputi:

a
b.

o

o

pembinaan;

pendampingan;

pemulihan sosial;

pemulihan kesehatan fisik dan mental; dan

pencegahan.
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(2)

(3)

(4)

(S)
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Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan

cara:

a.

melakukan koordinasi pencegahan dan
penanganan pornografi;

melakukan sosialisasi;

mengadakan pendidikan dan pelatihan;
meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab
Masyarakat; dan

melakukan pembinaan melalui sistem panti dan

nonpanti.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan melalui:

a.
b.

bimbingan dan konseling; dan

kegiatan lain yang diperlukan antara lain
olahraga, kegiatan kesenian, dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang menunjang pulihnya

peserta didik.

Pemulihan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ diberikan dalam bentuk:

a.
b.

d.

resosialisasi;

penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang
bersumber dari ajaran agama sesuai dengan
agama yang dianut Anak;

peningkatan kesadaran Masyarakat untuk dapat
menerima kembali Anak yang menjadi korban
atau pelaku pornografi; dan

pemantauan secara berkala.

Pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam

bentuk:

a.
b.

C.

terapi psikososial;
konseling;

kegiatan yang bermanfaat;

@ www.jdih.kemenpppa.go.id


https://jdih.kemenpppa.go.id

(6)

(1)

(2)

(3)

- 13 -

d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat
pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai
dengan kebutuhan; dan/atau

e. resosialisasi.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 14

Pemantauan terhadap Anak dengan HIV/AIDS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g

meliputi:

a. pengawasan;

b. pencegahan;

c. pengobatan;

d. perawatan; dan

e. rehabilitasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan dalam bentuk:

a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu
maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak
dengan HIV/AIDS;

b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau
sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan,
dan Perlindungan Anak dari HIV/AIDS;

c. surveilans kesehatan  berupa  pencatatan,
pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil,
atau Anak yang terindikasi HIV; dan

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pencegahan, penanganan, dan Perlindungan
Anak dari HIV/AIDS.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan dalam bentuk:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait
rencana aksi tentang  pencegahan dan

penanganan Anak dengan HIV/AIDS;
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(5)
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promosi kesehatan untuk meningkatkan
pengetahuan Masyarakat tentang manfaat deteksi
dini dan penularan HIV/AIDS serta
meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab
ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;
mencegah penularan HIV/AIDS dari ibu ke Anak;
mencegah Anak untuk tidak menggunakan
narkotika;

deteksi dini dengan memberikan tes HIV/AIDS
kepada ibu hamil di daerah endemik HIV/AIDS
yang meluas dan terkonsentrasi;

deteksi dini dengan memberikan tes HIV/AIDS
kepada ibu hamil dengan infeksi menular seksual
dan tuberculosis di daerah epidemi HIV rendah;
menggunakan alat medis yang steril untuk Anak
agar terhindar dari HIV/AIDS;

menghindari transfusi darah yang terkontaminasi
HIV/AIDS kepada Anak;

memberikan  informasi  tentang  penularan
HIV/AIDS kepada Anak;

mengubah perilaku Anak untuk menghindari
HIV/AIDS;

menjauhkan Anak dari pembuatan tato; dan
membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan

informasi tentang HIV/AIDS di tingkat desa.

Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dilakukan untuk:

a.

mengurangi atau menghambat berkembangnya
virus HIV/AIDS pada Anak;

mengurangi risiko penularan HIV/AIDS;
mengurangi atau menghambat perburukan
infeksi oportunistik; dan

meningkatkan kualitas hidup Anak penderita

HIV/AIDS.

Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai

dengan kebutuhan:
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

- 15 -

a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan;
dan

b. perawatan rumah berbasis Masyarakat.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dilakukan melalui pendampingan, konsumsi

obat teratur dan benar, konseling psikologi kesehatan,

dan reintegrasi sosial.

Pasal 15

Pemantauan terhadap Anak korban penculikan,

penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:

a. pengawasan;

b. perlindungan;

c. pencegahan; dan

d. perawatan dan rehabilitasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan melalui:

a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat
agar Anak tidak menjadi korban penculikan,
penjualan, dan/atau perdagangan;

b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak
tidak menjadi korban penculikan, penjualan,
dan/atau perdagangan; dan

c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang
berwenang bila terjadi penculikan, penjualan,
dan/atau perdagangan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan memberikan jaminan rasa
aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak
korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikannya.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan dengan cara:

a. melibatkan Masyarakat dalam  melakukan

Perlindungan Khusus Anak;
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b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan,
penjualan, dan/atau perdagangan Anak;

c. menjalin kerja sama  bilateral maupun
multilateral, baik nasional maupun internasional;

d. meningkatkan  ketahanan  keluarga untuk
mencegah Anak dari penculikan, penjualan,
dan/atau perdagangan; dan

e. meningkatkan tanggung jawab Masyarakat, dunia
usaha, dan media massa untuk melindungi Anak
dari penculikan, penjualan, dan/atau
perdagangan.

Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

a. rehabilitasi fisik dan psikis;

b. pelayanan pengobatan, seperti infeksi saluran
reproduksi dan penyakit menular;

c. rehabilitasi kesehatan jiwa; dan/atau

d. rehabilitasi sosial.

Pasal 16

Pemantauan terhadap Anak korban kekerasan fisik

dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf i meliputi:

a. penyebarluasan dan  sosialisasi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang melindungi
Anak korban tindak kekerasan;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,

c. pencegahan;

d. pendampingan;

e. rehabilitasi medis; dan

f.  rehabilitasi sosial.

Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui

diseminasi dan media massa.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan dengan cara mengamati,
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mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menindaklanjuti
kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.

Pemberian sanksi, pencegahan, pendampingan,
rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan huruf f dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Pemantauan terhadap Anak korban kejahatan seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j
meliputi:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai
agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan
sampai pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada
setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan,
penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di
sidang pengadilan.
Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memiliki pemahaman untuk terlindungi dari resiko
kejahatan seksual dan mengetahui informasi yang
benar tentang edukasi seksual.
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pendampingan psikososial pada saat pengobatan
sampai pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilakukan dengan cara meningkatkan
kepercayaan diri, menghilangkan rasa malu,
keraguan, dan rasa bersalah, serta mendorong untuk

memiliki inisiatif.
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Pemberian perlindungan dan pendampingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan melalui:

a. pemberian informasi tentang proses perkara dan
hak untuk mendapatkan restitusi;

b. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan

c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan.

Pasal 18

Pemantauan terhadap Anak korban jaringan terorisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k

meliputi:

a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai
nasionalisme;

b. konseling tentang bahaya terorisme;

c. rehabilitasi sosial; dan

d. pendampingan sosial.

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. penanaman nilai moral dan mental agar dapat
hidup rukun dan damai;

b. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti
yang baik; dan

c. pengembangan potensi dan kepribadian serta
keterampilan.

Edukasi tentang ideologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan

pemahaman tentang:

a. Pancasila sebagai ideologi negara;

b. sejarah, makna, fungsi Pancasila sebagai dasar
negara, falsafah, pandangan hidup, dan
pemersatu bangsa; dan

c. penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari.
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Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan

memberikan pemahaman untuk:

a. menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan
tanah air;

b. rela berkorban demi bangsa dan negara;

c. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;

d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan lainnya;

e. menghilangkan ekstrimisme; dan

f. menciptakan hubungan yang rukun, harmonis,
dan mempererat tali persaudaraan.

Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam

bentuk konseling agama, kepribadian, keluarga,

dan/atau kehidupan Masyarakat.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

a. kunjungan rumabh;

b. melakukan asesmen;

c. identifikasi kebutuhan;

d. rencana intervensi;

e. pelaksanaan intervensi,

f. menghubungkan ke lembaga yang menangani

Anak; dan

g. memberikan penguatan.

Pasal 19
Pemantauan terhadap Anak penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1
meliputi:
a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan Hak Anak;

b. pemenuhan kebutuhan khusus;
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c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk
mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan
pengembangan individu;

d. pendampingan sosial,;

e. habilitasi dan rehabilitasi; dan

f.  penyediaan akomodasi yang layak.

Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat

dan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan melalui:

a. Pemenuhan Hak Anak;

b. perlindungan dari kekerasan;

c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya
berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan

d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau
keluarga pengganti untuk tumbuh kembang
secara optimal.

Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan

b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk
obat-obatan.

Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. perlakuan nondiskriminasi,

b. pelibatan Anak dalam menyampaikan pandangan
sesuai kebutuhan; dan

c. pemberian akses untuk mengembangkan diri
serta mendayagunakan seluruh kemampuan
sesuai bakat dan minat yang dimiliki.

Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dilakukan melalui interaksi dinamis
antara pekerja sosial dengan anak penyandang
disabilitas untuk bersama-sama menghadapi dan
memecahkan masalah sosial yang dihadapi Anak
penyandang disabilitas.

Habilitasi dan rehabilitasi serta penyediaan akomodasi

yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
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e dan huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemantauan terhadap Anak korban perlakuan salah

dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf m meliputi:

a. pengawasan;

b. pencegahan; dan

C. perawatan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan dengan cara:

a. pemetaan terhadap Anak  yang rentan
diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan

b. diseminasi dan advokasi peraturan perundang-
undangan.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan dengan:

a. memberikan pembinaan kepada orang tua
tentang Hak Anak agar tidak diperlakukan salah
dan ditelantarkan;

b. memberikan layanan kebutuhan dasar;

c. memberikan akses pendidikan; dan

d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerja
mandiri.

Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dilakukan dalam bentuk:

a. rehabilitasi medis; dan

b. pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti

untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 21
Pemantauan terhadap Anak dengan perilaku sosial
menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf n meliputi:
a. bimbingan nilai agama dan nilai sosial;

b. konseling;
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c. rehabilitasi sosial; dan

d. pendampingan sosial.

Bimbingan nilai agama dan nilai sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam

bentuk:

a. pengajaran untuk menjalankan perintah agama
sesuai keyakinan Anak dengan perilaku sosial
yang menyimpang;

b. pemahaman untuk berperilaku sesuai dengan
norma kesusilaan dan kesopanan;

c. pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan
dan kerusakan; dan

d. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan
sekitar.

Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan dalam bentuk wawancara untuk
membantu Anak dengan perilaku sosial menyimpang
memahami dirinya secara lebih baik, agar dapat
mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya
terhadap berbagai peranan dan relasi serta
menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara interaksi

dinamis antara pekerja sosial dengan Anak dengan
perilaku sosial menyimpang untuk bersama-sama
menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang

dihadapi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 22
Pemantauan terhadap Anak yang menjadi korban
stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi
orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf o meliputi:

a. konseling;

@ www.jdih.kemenpppa.go.id


https://jdih.kemenpppa.go.id

(2)

(3)

(4)

(S)

-23 -

b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan sosial; dan
d. pencegahan.
Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan dalam bentuk wawancara untuk
membantu Anak yang menjadi korban stigmatisasi
dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
memahami dirinya secara lebih baik, agar dapat
mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya
terhadap berbagai peranan dan relasi serta
menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara interaksi
dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang
menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait
dengan kondisi orang tuanya untuk bersama-sama
menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang
dihadapi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari
pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilakukan melalui:

a. pemberian edukasi kepada Masyarakat serta
berperan aktif untuk menghilangkan stigma
terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang
tuanya;

b. pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli
terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan
kegiatan rekreasional; dan

c. koordinasi dengan unit layanan yang menangani
Perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi
orang tuanya dalam hal terdapat potensi
kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di

daerah.
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Bagian Keempat

Tata Cara Pemantauan

Pasal 23

Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan

dengan cara:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

pengamatan;
pengidentifikasian; dan

pencatatan.

Pasal 24

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf a dilakukan dengan memahami dan observasi

pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan

Khusus Anak.

Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tahapan:

a. memahami kegiatan pelaksanaan Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
berdasarkan dokumen perencanaan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah; dan

b. melakukan observasi dengan melihat,
memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara
langsung dan detail terkait dengan pelaksanaan
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak.

Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 25
Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b dilakukan dengan meneliti dan
menyusun daftar hasil pengamatan pelaksanaan
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus

Anak.
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Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi
hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan:

a. kebijakan;

b. program;

c. kegiatan;

d. proses meliputi anggaran, kelompok umur, Anak
yang memerlukan perlindungan khusus, sumber
daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak,
hukum dan kebijakan nasional mengenai
Perlindungan  Anak, ketersediaan lembaga
layanan  milik  pemerintah, peran = serta
Masyarakat, keterlibatan forum/kelompok anak;
hasil,

dampak;

hambatan; dan

5o o

solusi.
Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 26

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf ¢ dilakukan dengan merekam  dan
mendokumentasikan hasil pengidentifikasian
pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak.

Perekaman data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data
dan informasi pemantauan penyelenggaraan
Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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BAB III
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27
Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Perlindungan Anak
melalui forum koordinasi.
Tim Koordinasi Perlindungan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat
nasional,
b. Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah
provinsi; dan
c. Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah
kabupaten /kota.
Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Koordinasi Pemantauan Tingkat Nasional

Pasal 28

Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf
a terdiri atas:
a. Ketua:

Menteri;
b. Koordinator bidang Pemenuhan Hak Anak:

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

Pemenuhan Hak Anak;
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c. Koordinator bidang Perlindungan Khusus Anak:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Perlindungan Khusus Anak;

d. Kelompok kerja Pemenuhan Hak Anak:

1. Ketua Kelompok Kerja:
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada
kedeputian yang membidangi Pemenuhan
Hak Anak;

2. Anggota Kelompok Kerja:
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada
kementerian/lembaga terkait yang
mempunyai kegiatan Pemenuhan Hak Anak;

e. Kelompok kerja Perlindungan Khusus Anak:

1. Ketua Kelompok Kerja:
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada
kedeputian yang membidangi Perlindungan
Khusus Anak;

2. Anggota Kelompok Kerja:
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada
kementerian/lembaga terkait yang
mempunyai kegiatan Perlindungan Khusus
Anak;

f.  Sekretariat:

Pejabat  Pimpinan  Tinggi Pratama  yang
membidangi kesekretariatan pada kedeputian
yang membidangi Pemenuhan Hak Anak dan
kedeputian yang membidangi Perlindungan
Khusus Anak.

Dalam menentukan susunan keanggotaan kelompok
kerja dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, Menteri
mengajukan surat permintaan keanggotaan kepada
menteri/pimpinan lembaga untuk menugaskan
pejabat terkait.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f mempunyai tugas memberikan  dukungan

administrasi dan  teknis  koordinator bidang
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Pemenuhan Hak Anak dan koordinator bidang
Perlindungan Khusus Anak termasuk penyelenggaraan
Forum Koordinasi.

Susunan Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf

a memiliki tugas:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan
pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak;

b. mengoordinasikan pelaksanaan Pemenuhan Hak
Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

c. melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian,
dan pencatatan pelaksanaan Pemenuhan Hak
Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

d. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan

e. menyiapkan laporan penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

Pelaksanaan tugas tim koordinasi Perlindungan Anak

tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Koordinasi Pemantauan Tingkat Provinsi
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Pasal 30
Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. Ketua:
Gubernur;
b. Koordinator Perlindungan Anak:
Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan Anak;
c. Kelompok kerja:
Kepala dinas/administrator pada perangkat
daerah  yang  memiliki kegiatan terkait
penyelenggaraan Perlindungan Anak;
d. Sekretariat:
Sekretaris dinas/kepala bidang/administrator
pada dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d mempunyai tugas memberikan dukungan
administrasi dan teknis kepada Tim Koordinasi
Perlindungan Anak dalam pelaksanaan forum
koordinasi pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(2) huruf b memiliki tugas:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan
pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak;

b. mengoordinasikan pelaksanaan Pemenuhan Hak

Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
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c. melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian,
dan pencatatan terhadap pelaksanaan
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak;

d. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan

e. menyiapkan laporan penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah

provinsi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta

Masyarakat.

Bagian Keempat

Koordinasi Pemantauan Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 32
Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (2) huruf c¢ dapat dibentuk dengan
mengintegrasikan kelembagaan gugus tugas
kabupaten/kota layak Anak sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak.
Tim Koordinasi Perlindungan Anak atau gugus tugas
kabupaten/kota layak Anak yang diintegrasikan
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
Perlindungan Anak tingkat daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengoordinasikan perumusan kebijakan
pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak;
b. mengoordinasikan pelaksanaan Pemenuhan Hak
Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
c. melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian,

dan pencatatan terhadap pelaksanaan
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Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak;
d. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
e. menyiapkan laporan penyelenggaraan
Perlindungan Anak.
Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah
kabupaten/kota atau gugus tugas kabupaten/kota
layak Anak dalam pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peran serta
Masyarakat.
Dalam hal dibentuk Tim Koordinasi Perlindungan
Anak tingkat daerah kabupaten/kota dilakukan secara
mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29.
Dalam hal Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat
daerah kabupaten/kota diintegrasikan dengan gugus
tugas kabupaten/kota layak Anak, tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditambahkan ke dalam gugus
tugas kabupaten/kota layak Anak.

Pasal 33

Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perlindungan Anak
tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
dan Pasal 32 dilaksanakan secara berjenjang sesuai
dengan urusan dan kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kelima

Forum Koordinasi
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Pasal 34

(1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam forum
koordinasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) melakukan kegiatan:

a. menyiapkan bahan yang diperlukan terkait
penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan

b. menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Dalam hal diperlukan, forum koordinasi pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan peran serta Masyarakat dan pandangan
anak.

(3) Data dan informasi yang meliputi bahan, capaian,
hambatan, dan solusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan rekapitulasi oleh Tim Koordinasi
sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan

pelaporan.

Pasal 35
Forum koordinasi dilakukan secara berkala paling sedikit 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:
a. secara berkala dilakukan pada bulan Juli dan bulan
Desember tahun berjalan; atau

b. sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan

kebutuhan.
BAB IV
PENDANAAN
Pasal 36
Pendanaan tata cara Koordinasi Pemantauan

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
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c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI \{/

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 400

=
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA KOORDINASI PEMANTAUAN
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DATA DAN INFORMASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Nama Kementerian/Lembaga : .........cccoeiiiiiiiiiiininan....
Nama Kebijakamn @ ....coevieiiiiiiiiiiiiie i
Nama Program : ....ccooiiiiiii i
Proses Hasil Dampak Hambatan Solusi
Kelompok Umur Ketersediaan Keterlibatan
Anak yang )
SDM Terlatih Lembaga Peran Serta Forum/
Memerlukan
Daftar KHA Layanan Milik Masyarakat Kelompok
No ) Anggaran Perlindungan .
Kegiatan Pemerintah Anak
(Rp) Khusus . .
Ada | Tidak Ada Tidak
0-5th 6-12 th 13-17 th (AMPK) Tidak Tidak
ada Ada Ada Ada
ada ada
L P L P L P L P
) ) ) @ e[O @] ® o]0 0y | (42 | 43 | a4 | 05 | 06 | a9 | @1s | 19 | 20 1) 22) 23)
Kegiatan 1
Kegiatan 2
Kegiatan 3
Dst.
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Keterangan:

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi nama kegiatan di kementerian/lembaga yang terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Kolom 3 diisi jumlah alokasi anggaran kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Kolom 4-9 diisi data jumlah anak yang menjadi sasaran kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak terpilah menurut kelompok umur dan jenis kelamin
(laki-laki dan perempuan)

Kolom 10-11 diisi data jumlah anak yang menjadi sasaran kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak terpilah menurut kelompok umur dan jenis kelamin
(laki-laki dan perempuan)

Kolom 12-13 diisi jumlah sumber daya manusia pengelola kegiatan yang telah dilatih Konvensi Hak Anak

Kolom 14-15 diisi data apakah ada atau tidak ada lembaga penyedia layanan milik pemerintah yang terlibat, jika ada tuliskan nama lembaga tersebut

diisi data jumlah anak yang menjadi sasaran kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak terpilah menurut kelompok umur dan jenis kelamin (laki-laki dan
perempuan)

Kolom 16-17 diisi data apakah kegiatan melibatkan peran serta masyarakat yang dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga
kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan/atau dunia usaha. Jika ada ditulis unsur masyarakat yang terlibat
Kolom 18-19 diisi apakah ada atau tidak ada keterlibatan dari Forum Anak atau kelompok anak dalam kegiatan. Jika ada ditulis nama forum atau kelompok
tersebut

Kolom 20 diisi pencapaian hasil kegiatan (outcome) dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Kolom 21 diisi pencapaian dampak (impact) kebijakan

Kolom 22 diisi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Kolom 23 diisi solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI \{/
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA KOORDINASI PEMANTAUAN

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK TINGKAT NASIONAL
Ketua Tim }

|
| |
Koordinator Bidang ) Koordinator Bidang
Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Khusus

J
|
1 1 1 1
Kelompok Kerja Sekretariat Kelompok Kerja Sekretariat
Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Khusus

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI \(/
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LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA KOORDINASI PEMANTAUAN
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN KOORDINASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TINGKAT NASIONAL

Menteri

Tim Koordinasi

A

b

Tingkat Nasional

Tingkat Nasional

| Kementerian/Lembaga |
L yang memiliki kegiatan PA :

|
| Kementerian/Lembaga: :
: Menyiapkan bahan |
T g T T T T : koordinasi PA :
! |
I [

b

| 7. Pengamatan : k .

| 2. Pengidentifikasian | 2. Menyampaikan hasil,
| hambatan dan solusi
|

: 3. Pencatatan

| Dapat melibatkan peran :
| serta masyarakat dan |
|
|

SebagaiBahan Melakukan Evaluasi

@ www.jdih.kemenpppa.go.id

Forum Koordinasi | | Berkala

(Min 2x setahun
Juli dan Desember)

Sewaktu-
waktu

Data dan Informasi
Pemantauan
Penyelenggaraan PA
Tingkat Nasional
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LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA KOORDINASI PEMANTAUAN
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN KOORDINASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TINGKAT DAERAH PROVINSI

Gubernur

Tim Koordinasi

r

b

Tingkat Provinsi

| 1. Pengamatan :
| 2. Pengidentifikasian I
: 3. Pencatatan :

r
|

Forum Koordinasi Berkala
Tingkat Provinsi
Sewaktu-

|
Perangkat Daerah Provinsi:

|
1. Menyiapkan bahan :
koordinasi PA :
2. Menyampaikan hasil, :
hambatan dan solusi I

—_— 3

Dapat melibatkan peran :
serta masyarakat dan I
pandangan anak :

Sebagai Bahan Melakukan Evaluasi
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waktu

1

Data dan Informasi
Pemantauan
Penyelenggaraan PA
Tingkat Provinsi
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA KOORDINASI PEMANTAUAN
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN KOORDINASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bupati/
Walikota

Tim Koordinasi
Tingkat Kab/Kota

r

: Perangkat Daerah Kab/kota
I yang memiliki kegiatan PA

I 1. Pengamatan
: 2. Pengidentifikasian
I3 Pencatatan

SebagaiBahan Melakukan Evaluasi

Data dan
Forum Koordinasi / Berkala Informasi
Tingkat Kab/Kota \‘ Pelaksanaan PA
Sewaktu- Tingkat
_________________ k
! Perangkat Daerah Kab/kota: waktu Kabupaten/Kota

|

: 1. Menyiapkan bahan

I koordinasi PA

: 2. Menyampaikan hasil,
| hambatan dan_solusi |
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